PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR : C\.S¢«¢TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN JAM LAYANAN DI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Menimbang :a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pasien/keluarga
terhada akses pelayanan, maka dipandang perlu menyediakan jam
layanan RSUD Talaud

b. bahwa untuk menetapkan jam layanan RSUD Talaud seperti
yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat
Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Talaud

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor
58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1643);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
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Undang-Undang Nomor 28 Talum 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih
dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismes (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talum 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Ncgam Republik
Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 1 "fahun 2004 tentang Parbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Talum 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Ncgara Republik
Indoncsia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambalian Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah. bcberapa kali
dirubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 tahun 2008 ‘tentang Perubahan
Kedua Atas Undangl/ndang Nomor 32 Talmn 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9.  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

10.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

I1.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
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12 Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor
2052/MENKES/PER/>U2011 Tentang lzin

Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

13. Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.02/MENICES/148/1/2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;

14.  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan
Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Taliun 2014 Nomor
360);Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tah

15, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Klasifikasi dan
Perizinan Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN ;
Menetapkan
KESATU :  Menetapkan jam pelayanan di RSUD TALAUD
Pelayanan Pendaftaran Poliklinik dilayani :
Hari Senin — Sabtu : buka pukul 08.00 wita — 12.00 wita
Hari minggu dan libur nasional tutup
Pelayanan buka 24 jam :
IGD
Rawat Inap
ICU
Laboratorium
Radiologi
Apotek
Kamar Bedah/OK
KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Melonguane
7« Padatanggal : 16 Juni 2021
"~ DIREKTUR

..‘.f_;_.d'r.Susan'ti“O.":Essing, M.Kes
NIP. 19741008 200212 2 001
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